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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Dinas Kesehatan pada tahun 2019 secara umum telah melaksanakan tugasnya dalam 

menyelenggarakan pembangunan bidang kesehatan di Kota Palangka Raya. 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, 

keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, 

keadilan, gender dan nondiskriminatif serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial 

dan ekonomis. 

 

Dua fungsi utama laporan akuntabilitas kinerja bagi Dinas Kesehatan yaitu: Kesatu, 

merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan 

beserta jajarannya kepada Walikota Palangka Raya, dan seluruh pemangku kepentingan 

baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kedua, merupakan sumber informasi 

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, informasi 

yang tertuang dalam LKIP 2019 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan 

eksternal. 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP )  Kota Palangka Raya  Tahun 2019, bidang 

kesehatan menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan 

program dan kegiatan selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan mandat yang 

diemban oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Berbagai keberhasilan maupun 

kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program 

dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Palangka 

Raya dapat diikhtisarkan dalam 3 indikator kinerja sasaran dengan rincian sebagaii 

berikut : 3 (tiga) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Berhasil. 

 

Dari uraian dalam LKIP 2019 ini,  ada keberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian 

indikator sasaran di atas seratus persen, tetapi ada juga yang capaiannya di bawah 

seratus persen. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas 

Kesehatan Kota Palangka Raya dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa 

mendatang.  

  
Palangka Raya,   Januari 2020 

KEPALA DINAS KESEHATAN 
KOTA PALANGKA RAYA, 

 
 
 
 
 
 

drg. ANDJAR HARI PURNOMO,M.Mkes. 
Pembina Tk.I 

NIP. 19650910 199303 1 012 
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BAB I 

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 

 
A.  LATAR BELAKANG   
  

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (H) ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan salah satu 

hak dasar masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan 

bahwa hak untuk hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat dipenuhi termasuk bagi 

masyarakat miskin dan/atau tidak mampu. Kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar 

masyarakat di bidang kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

34 yang menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, 

pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggitingginya dapat terwujud. 

 
Dalam konstitusi organisasi kesehatan dunia (WHO) yang bernaung di bawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau The United Nations (UN) disebutkan bahwa salah 

satu hak asasi manusia adalah memperoleh manfaat, mendapatkan, dan/atau merasakan 

derajat kesehatan setinggitingginya, sehingga Kementerian Kesehatan dalam 

menjalankan kebijakan dan program pembangunan kesehatan tidak hanya berpihak 

pada kaum papa dan keadilan, namun juga berorientasi pada pencapaian SDG’s 

(Sustainable Development Goals) 

 
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan sistem dituangkan dalam 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang terdiri dari enam sub sistem: 1) Upaya kesehatan, 

2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan 

masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, 

epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan 

dan kerja sama lintas sektoral. 

 
Dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, ada beberapa strategi 

pembangunan di bidang kesehatan yang diharapkan dapat mewujudkan kondisi 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Palangka Raya. 
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Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan 

sistem akuntabilitas, di mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun 

laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi 

yang lebih tinggi. 

 
Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tahun 2019 ini disusun sebagai 

pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD pemerintah daerah tahun 2019 yang 

didanai baik dari APBD maupun sumber dana lainnya, misalnya APBN (DAK bidang 

Kesehatan) dan dana Kapitasi JKN.  

 
B. TUGAS DAN FUNGSI 
  

Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Adapun uraian 

tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. Tugas Pokok  Dinas Kesehatan Kota 

Palangka Raya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan 

lingkup pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian 

penyakit serta sumber daya kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas 

Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

 
1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya 

kesehatan 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang 

kesehatan 

6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan kesehatan 
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C. STRUKTUR ORGANISASI 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 47 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, 

maka susunan Organisasi Dinas Kesehatan dengan type A sebagai berikut: 

No Unit Kerja 

Kepala Dinas Kesehatan 

 A.  Sekretariat 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset  

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 B. Bidang Kesehatan Masyarakat 

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

 C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi 

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 

 D. Bidang Pelayanan Kesehatan 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan 

3. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan 
Kesehatan Tradisional 

 E. Bidang Sumber Daya Kesehatan 

1. Seksi Kefarmasian 

2. Seksi Alat Kesehatan 

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 

 
 
 D. ASPEK STRATEGIS DAN MASALAH UTAMA (STRATEGIC ISSUED) 

 
Masalah utama terkait derajat kesehatan masyarakat di Kota Palangka Raya adalah:  

1. Pelaksanaan terhadap upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan 

kesehatan yang bermutu belum optimal, distribusi tenaga kesehatan belum 

proporsional, sehingga terdapat disparitas pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat di daerah perkotaan dan daerah aliran sungai atau daerah sulit 

(remote area). 

2. Kota Palangka Raya juga menghadapi beban ganda dalam pembangunan 

kesehatan. Saat ini masih dihadapi beberapa penyakit menular (re-emerging 

disease), sementara penyakit menular baru dan penyakit degenerative meningkat 
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(new-emerging disease). 

3. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan belum sepenuhnya menempatkan 

masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan. Peran aktif masyarakat 

dalam pembangunan kesehatan, yang meliputi pengabdian masyarakat (to serve), 

pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate), dan pelaksanaan pengawasan 

sosial (to watch) belum terlihat. Berbagai masalah kesehatan yang timbul dewasa 

ini, tidak perlu terjadi bila peran aktif masyarakat dapat terus berjalan bahkan 

meningkat. 

4. Angka keluarga sehat masih rendah (22,49%) untuk beberapa kelurahan yang 

telah mendapatkan intervensi Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan 

Keluarga. Hal tersebut ditenggarai dari kesadaran masyarakat akan hidup bersih, 

belum optimal, sehingga berperan sebagai penyumbang berkembangnya 

penyakit menular yang terkait sanitasi lingkungan (DBD, diare, TB Paru, dll). Pola 

hidup sehat juga belum diimplementasikan oleh masyarakat, sehingga bisa 

berperan pada meningkatnya kasus penyakit degenerative (Hypertensi, Diabetes 

Melitus, Jantung, dll). 

5. Besarnya anggaran kesehatan juga belum memenuhi amanat UU No.36/2009 

tentang Kesehatan, masih berada dibawah 5% (diluar gaji) dari total anggaran 

APBD Kota Palangka Raya. Dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 

disebutkan bahwa pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk 

pembangunan kesehatan minimal 10% (diluar gaji) dari total APBD Kab/Kota. 

 

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan ini menjelaskan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan 

selama Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut juga dibandingkan dengan capaian kinerja 

tahun sebelumnya untuk mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Kesehatan. 

Selain itu, capaian kinerja tahun 2019 juga dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir 

seperti itu, sistimatika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan adalah 

sebagai berikut: 

 

-  Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) 

-  Bab I (Pendahuluan), menjelaskan gambaran umum Dinas Kesehatan dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang 

sedang dihadapi 

-  Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 
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tahun 2019 

-  Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pencapaian  Kinerja Dinas 

Kesehatan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, serta 

realisasi anggaran dari berbagai sumber 

-  Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas capaian Kinerja Dinas Kesehatan serta langkah 

di masa mendatang yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja tahun 2019 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019 

 
 
A. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 

 
Tahapan perencanaan kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dimulai 

dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 

2018 – 2023, sekarang telah mengikuti Renstra Dinas Kesehatan yang penyelarasan 

yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya 

terencana dan sistematis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

 
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan 

tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018 

– 2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dalam pencapaian visi dan misi serta 

tujuan organisasi pada 2018 – 2023. 

 
Penetapan Rencana Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2019 pada Renstra dan RPJMD 

Kota Palangka Raya, yaitu pada “Misi 2” Kota Palangka Raya (“Mewujudkan 

Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) meliputi: 

pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan 

keamanan”), pada  “Tujuan 3” (Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, 

Sehat dan Berdaya Saing) dan “Sasaran 1” (Meningkatnya Derajat Kesehatan 

Masyarakat). Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan 3 indikator 

kinerja. Tujuan pembangunan kesehatan di Kota Palangka Raya tertuang dalam 

rencana strategis yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Kota Palangka Raya yang optimal.  

 
Derajat kesehatan masyarakat yang optimal dicapai melalui meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya, pemeliharaan 

sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas sehingga pelayanan kesehatan bisa 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran utama masyarakat di 

pemukiman kumuh perkotaan dan pedesaan terutama bayi, balita, bumil dan usila 

serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Perbaikan status gizi 

masyarakat dan peningkatan kesehatan lingkungan pemukiman, juga mengajak 

masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan bermartabat.  
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Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, disusunlah Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palangka Raya, pada bagian tahun 

2019 

Tabel 2.1 
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019 

DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA  
(MENGACU RPJMD KOTA PALANGKA RAYA 2018-2023) 

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan 
Target 
2019 

1 Meningkatnya 
kualitas layanan 
kesehatan 

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH  75 

Angka Kematian Bayi  per 1000 KH 7 

Angka Kematian Balita per 1000 KH 6 

 
 
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 
Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan 

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja 

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati 

antara pengemban tugas dengan atasannya (performance agreement). Penetapan 

kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan,yang telah disesuaikan 

dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) 

selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam Laporan 

Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountability Report).  

 
Dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan target 

pada masing-masing indikator kinerja pada Bidang Kesehatan. Penetapan kinerja 

dapat diperbaiki dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja 

yang diajukan tersebut, sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang 

telah ditetapkan. 

 
Penetapan Kinerja Tahun 2019 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Kesehatan 

Kota Palangka Raya untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai 

bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Perjanjian kinerja bidang kesehatan 

mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 

tahun 2019. 
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Tabel 2.2. 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA 

No. Sasaran No Indikator Kinerja Sasaran 
Target 
2019 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Meningkatnya kualitas 
layanan kesehatan 

1. 
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 75 

2. 
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 7 

3. 
Angka Kematian Balita per 1.000 KH 6 

 
 
C. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 
Dalam rangka mewujudkan kinerja dalam perjanjian yang telah disetujui dan diketahui 

oleh Kepala Daerah Kota Palangka Raya, maka disusunlah rencana aksi di bidang 

kesehatan, antara lain : 

 
Tabel.2.3 

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 
Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 

 

Indikator Kinerja Sasaran Satuan 
Target 
2019 

Rencana Aksi 

Angka Kematian Ibu 
per 
100.000 KH  

75 

• Peningkatan cakupan dan kualitas 
pelayanan kesehatan ibu 

• Peningkatan peran pemerintah 
daerah dan swasta dalam upaya 
keselamatan ibu 

• Pemberdayaan keluarga dan 
masyarakat 

• Peningkatan pelayanan kesehatan 
reproduksi termasuk pelayanan 
kontrasepsi dan ibu 

• Pembinaan Gerakan Sayang Ibu 
(GSI) 

• Audit Maternal Perinatal 

• Penguatan Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga (PKRT) 

Angka Kematian Bayi  
per 1000 
KH 

7 

• Peningkatan pemberian ASI ekslusif  

• Peningkatan kebersihan (hygiene) 
dan sanitasi di tingkat individu, 
keluarga, dan masyarakat melalui 
penyediaan air bersih 

• Peningkatan perilaku hidup sehat 

• Peningkatan cakupan imunisasi 

Angka Kematian Balita 
per 1000 
KH 

6 

• Peningkatan pemantauan 
pertumbuhan 

• Peningkatan penanggulangani gizi 
buruk  



[DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA] LKIP 2019 

 

 
 

LKIP TAHUN 2019 – BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019 Page 9 

Indikator Kinerja Sasaran Satuan 
Target 
2019 

Rencana Aksi 

• Penanggulangan kasus kurang 
energi kronik dan anemia 

• Peningkatan kepedulian terhadap 
kelangsungan dan perkembangan 
dini anak 

• pemberantasan penyakit menular 
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 BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. 

Pengukuran kinerja secara khusus membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan 

tingkat kinerja standar, rencana, atau target. Kegiatan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan indikator kinerja utama yang  telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

tentang RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Pengukuran kinerja ini 

diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang 

berhasil dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.  

 

1.  Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 
 

Pembangunan bidang kesehatan mempunyai 1 (satu) sasaran dalam menunjang 

tercapainya “Misi 2” Kota Palangka Raya (“Mewujudkan Kerukunan Seluruh 

Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) meliputi: pengembangan 

kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan”), 

pada  “Tujuan 3” (Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan 

Berdaya Saing), dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, dengan 3 

(tiga) indikator kinerja. Realisasi kinerja bidang kesehatan tahun 2019 sesuai table 

3.1 

 
Tabel 3.1. 

CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA 
DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 

 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 
Target 
2019 

Realisasi 
2019 

% 
Capaian 

Meningkatnya 
derajat 

kesehatan 
masyarakat 

Meningkatnya 
kualitas 

layanan 
kesehatan 

Angka Kematian Ibu 
per 
100.000 

KH  

75 38,48 194,91 

Angka Kematian Bayi  
per 1000 
KH 

7 0,96 729,17 

Angka Kematian Balita 
per 1000 
KH 

6 0,96 625 

 

 
Pada tabel 3.1, indikator kinerja ditetapkan berdasarkan penyesuaian sasaran, 

strategi, arah kebijakan, serta indikator kinerja. Pada intinya, dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan sangat menentukan 

dalam penentuan indikator kinerja. Sedangkan yang tercantum pada RPJMD Kota 

Palangka Raya adalah indikator program kinerja (outcome) sebanyak 3 indikator 
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dimana target dan capaiannya akan dibahas secara rinci di sub bab analisis capaian 

kinerja.  

 
 

2.  Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 
Dengan Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 

 
Pembangunan bidang kesehatan mempunyai 3 (tiga) sasaran dalam menunjang 

tercapainya misi ke 2 dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, 

dengan 1 (satu) sasaran dan  3 (tiga) indikator kinerja. Capaian realisasi kinerja 

bidang kesehatan tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2015, 

2016, 2017 dan 2018 seperti tampak pada tabel 3.2 dibawah ini 
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Tabel 3.2 
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan 

 dengan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 
 

 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 
R 

2015 

% 
Capaian 

Kinerja 
2015 

R 

2016 

% 
Capaian 

Kinerja 
2016 

R 

2017 

% 
Capaian 

Kinerja 
2017 

R 

2018 

% 
Capaian 

Kinerja 
2018 

R 

2019 

% 
Capaian 

Kinerja 
2019 

Meningkatnya 
derajat kesehatan 
masyarakat 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
kesehatan 

Angka Kematian Ibu 
per 
100.000 
KH  

3 483,87 19,65 178,12 19,15 130,89 79.07 18.97 38,48 194,91 

Angka Kematian 
Bayi  

per 1000 
KH 

52,99 83,16 1,18 483,87 1,34 676,69 1.78 393.26 0,96 729,17 

Angka Kematian 
Balita 

per 1000 
KH 

0,028 35714,29 0,2 4000 0 100 2.17 276,50 0,96 625 
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Pada tabel 3.2 terlihat bahwa capaian kinerja rata-rata indikator kesehatan tahun 

2019 lebih tinggi jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2015, 2016,2017 dan 

2018. Meskipun terkesan lebih tinggi capaian kinerja rata-rata indikator kesehatan 

tahun 2019 namun tidak membuat kita terlena terhadap hasil tersebut. Kualitas 

pelayanan kesehatan harus lebih optimal, tidak hanya bertumpu kepada  

ketersediaan  obat  dan perbekalan kesehatan saja. Pemerataan dan pemenuhan 

kebutuhan SDM diberbagai wilayah serta kinerja SDM kesehatan yang patuh 

terhadap standart pelayanan kesehatan juga sangat berpengaruh, sehingga 

menghasilkan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Tingkat kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan merupakan 

indikator mutu pelayanan yang wajib mendapat perhatian bagi pemberi 

pelayanan.  

 

3.  Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target RPJMD Bidang 
Kesehatan 

 
Realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dihitung berdasarkan 

kegiatan program kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Hampir 

semua kegiatan bisa dilaksanakan karena anggaran kesehatan pada APBD tahun 

2019 mengalami penambahan. Hasil realisasi Kinerja Tahun 2019 dibandingkan 

dengan target kinerja Tahun 2019 pada RPJMD Kota Palangka Raya seperti pada 

tabel 3.3 berikut. 

 
Tabel 3.3.  

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah dalam Renstra 
Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2019 

 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 
Target 
RPJMD 
2019 

Realisasi 
2019 

Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 

masyarakat 

Meningkatnya 
kualitas 
layanan 

kesehatan 

Angka Kematian Ibu 
per 100.000 
KH  

75 38,48 

Angka Kematian Bayi  
per 1000 

KH 
7 0,96 

Angka Kematian Balita 
per 1000 
KH 

6 0,96 

 
 

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional Bidang 
Kesehatan 
 
Target Nasional untuk bidang kesehatan ditetapkan berdasarkan kebijakan 

nasional maupun kebijakan internasional, namun tetap memperhatikan kondisi 

masing-masing daerah yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Selain Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan RI, target nasional juga mengacu kepada target 
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SDGs (Sustainable Development Goals) yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia atau WHO. SDGs merupakan kelanjutan MDGS (Milenium Development 

Goals) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs ditargetkan akan tercapai 

pada tahun 2019, dengan tahapan tiap tahun meningkat untuk setiap indikator 

pokok serta indikator penunjang yang disusun oleh Kementerian Kesehatan RI. 

 
Tabel 3.4 

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019  
dengan Standar Nasional Bidang Kesehatan 

di Kota Palangka Raya 
 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 
Target 

Nasional
/SDG’s 

Realisasi 
2019 

Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Meningkatnya 
kualitas 
layanan 
kesehatan 

Angka Kematian Ibu 
per 100.000 
KH  

306 38,48 

Angka Kematian Bayi  
per 1000 
KH 

24 0,96 

Angka Kematian Balita 
per 1000 
KH 

32 0,96 

 
 

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 
Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 

 
Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya melaksanakan 18  (Delapan 

Belas) program dengan 103 (Seratus Tiga) kegiatan. Meskipun semua program dan 

kegiatan tersebut dilaksanakan namun pasti ada faktor keberhasilan dan kegagalan. 

 
Beberapa penyebab keberhasilan dan kegagalan dibidang kesehatan antara lain : 

 
1. Pendorong Keberhasilan 

a. Jumlah tenaga kesehatan dengan rasio per-100.000 penduduk  

b. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dengan rasio per-100.000 penduduk 

c. Jangkauan pelayanan dilakukan dengan layanan di dalam dan luar gedung 

puskesmas 

d. Sistem Surveilance penyakit menular dilaksanakan secara terpadu dengan sistem 

surveilance untuk program kesehatan yang lain (gizi buruk, masalah kesehatan 

pada saat/pasca bencana, KLB, dan lain-lain) 

e. Program Kesehatan mendapatkan perhatian baik secara vertikal (dari 

Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah) dan 

horisontal dari lintas sektoral. Sehingga bimbingan tehnis serta supervisi dari 

kementerian kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 

buku pedoman dan pemanggilan tenaga kesehatan secara rutin dilaksanakan 

f. Alokasi anggaran APBN melalui DAK Fisik Tahun 2019, dapat memenuhi 
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kebutuhan akan prasarana dan alat kesehatan untuk puskesmas, dimana 

anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut. 

Sedangkan DAK Non-Fisik dapat mendukung pencapaian program UKM di 

puskesmas, Jaminan Persalinan, dan Akreditasi Puskesmas 

g. Konsultasi dan advokasi secara vertikal ke Kementerian Kesehatan RI juga rutin 

dilaksanakan, sehingga apa bila ada hambatan/permasalahan tehnis program 

dapat segera ditindak lanjuti 

h. Capaian kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada tahun 2018 yang sudah 

bagus, sangat signifikan mendongkrak angka capaian kinerja tahun 2019 

 

2. Penyebab Kegagalan 

a. Anggaran Kesehatan bersumberkan APBD Kota Palangka Raya hanya mencapai 

3,8%. Hal ini belum sesuai dengan amanat UU no.36 Tahun 2009  tentang 

Kesehatan, dimana daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengalokasikan 

dana pembangunan untuk kesehatan minimal 10% dari total APBD diluar gaji. 

Dengan demikian dukungan dari pemerintah daerah untuk pembangunan 

kesehatan  masih sangat minimal. 

b. Alokasi anggaran untuk beberapa program prioritas berada pada APBD-P, 

sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan kegiatan dan administrasi 

keuangan.  

c. Rasio tenaga kesehatan di puskesmas secara kuantitas dibawah angka nasional, 

untuk tenaga medis yaitu dokter umum mencapai 14,85/100.000 penduduk dan 

dokter gigi mencapai 4,35/100.000 penduduk, untuk bidan 78,26/100.000 

penduduk dan perawat 69,92/100.000 penduduk. Rasio puskesmas terhadap 

penduduk pada tahun 2019 mencapai 3,98/100.000 penduduk, ini berarti 

secara kuantitas sarana kesehatan masih harus di tambah seiring dengan 

pertumbuhan penduduk kota Palangka Raya yang terus meningkat. 

d. Tugas rangkap paramedis di puskesmas, selain memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat juga bertanggungjawab melakukan pencatatan 

akuntansi/akrual keuangan dan asset (bendahara di puskesmas) 

e. Kesadaran masyarakat akan hidup bersih, belum optimal, sehingga berperan 

sebagai penyumbang berkembangnya penyakit menular yang terkait sanitasi 

lingkungan (DBD, Diare, TB Paru, dll) 

f. Pola hidup sehat juga belum diimplementasikan oleh masyarakat, sehingga bisa 

berperan pada meningkatkanya kasus penyakit degeneratif (Hypertensi, 

Diabetes Melitus, Jantung, dll) 

g. Distribusi dan penyebaran tenaga kesehatan belum proportional antara daerah 
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perkotaan, pedesaan, serta daerah aliran sungai 

 
Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya yang perlu ditempuh dalam  

rangka memecahkan masalah adalah sebagai berikut : 

 
1. Membuat perencanaan yang berdasarkan skala prioritas dan berdasarkan data yang 

akurat (evidence based) sehingga anggaran kesehatan yang sudah dialokasikan lebih 

tepat guna dan tepat sasaran. 

 
2. Memperkuat Tim Advokasi untuk melakukan advokasi kepada stake holder dalam 

peningkatan pembiayaan kesehatan  

 
3. Mengusulkan penerimaan pegawai kepada pihak yang terkait  dan memberi 

dorongan serta kesempatan kepada tenaga medis dan paramedis yang ada untuk 

menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. 

 
4. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif melalui kemandirian masyarakat khususnya 

rumah tangga untuk hidup sehat antara lain : 

a.  Peningkatan PWS-KIA (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu, bayi, dan 

Anak) di puskesmas, peningkatan system pencatatan dan pelaporan, serta 

pendekatan pelayanan antenatal care. Mengaktifkan/mempromosikan Puskesmas 

PONED, Penyuluhan agar ibu hamil melahirkan di sarana kesehatan, dan 

pelaksanaan kelas ibu hamil di semua Puskesmas.  

b. Pengembangan Kelurahan Sehat 

c. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral terkait tatanan PHBS 

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan 

e. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 

 
5. Kepekaan pelayanan kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat ditingkatkan 

dengan mengupayakan kemandirian bagi unit-unit pelayanan kesehatan dan 

diterapkan manajemen mutu yang berorientasi kepada pelanggan/klien.  

 
6. Diperlukannya keseimbangan antara hak memperoleh kesejahteraan (Penambahan 

Insentif untuk tenaga kesehatan daerah sulit) dan kewajiban memberikan pelayanan 

yang adil dan merata. 
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6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam 

menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar 

kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan 

bagaimana uang publik tersebut telah diibelanjakan secara ekonomis, efisiensi, dan 

efektif. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 

pemerintahan. Kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi output saja tetapi harus 

mempertimbangkan input,  output, dan out come secara bersama. Tujuan yang 

dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan 

value for money, yaitu : ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber 

daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti 

penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) 

dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. 

 
Selama ini, sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan 

sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik 

memperhatikan value for money yang mempertimbangkan input, output, dan outcome 

secara bersama-sama. Efisiensi  berbicara mengenai input dan output. Efisiensi dengan 

hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan 

sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, 

program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu 

dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan 

output sebesar-besarnya. Konsep efisiensi juga terkait dengan produktifitas 

(perbandingan antara input dan output).  

 
Dengan indikator input (tenaga, sarana, dan anggaran) Dinas Kesehatan Kota Palangka 

Raya yang dikelompokkan pada level/kategori tertentu, serta memperhatikan out put 

kegiatan dan outcome yang dirasakan oleh masyarakat, akan dibandingkan secara 

sederhana. 

 
Dalam bidang kesehatan yang berperan menjadi input, out put, dan out come adalah :  
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Tabel 3.5 
Indikator Sistem 

Input Out Put Indikator Capaian Kinerja 

• Rumah Sakit 

• Puskesmas 

• Sarana Kesehatan Desa (Poskesdes) 

• Sarana persalinan (Polindes dan 
puskesmas PONED) 

• Balai Pengobatan/Klinik 

• Tenaga Medis (dokter, perawat, 
bidan) 

• Tenaga Kesehatan penunjang 

• Anggaran Kesehatan 

Pelayanan kesehatan di 
sarana kesehatan 
pemerintah : 

• Kunjungan Rawat Jalan 
di Puskesmas 

• Rawat Inap (puskesmas 
Rawat Inap dan RS) 

• Promotif, Preventif, 
Kuratif, dan 
Rehabilitatif 

• Menurunnya Angka Kematian 

• Dan lain-lain (sesuai target 
dalam RPJMD) 

 
Dengan keberagaman skala data pada variabel diatas, analisa efisiensi akan 

dilakukan terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, fokus pelayanan 

kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, dengan penghitungan secara sederhana 

menggunakan rumus efisiensi diatas  

 
1. Indikator Input 

 
Indikator Input yang mempunyai skala data sama dengan out put adalah besaran 

anggaran kesehatan (keduanya berskala interval). Anggaran kesehatan dimaksud 

adalah proporsi anggaran pembangunan di Dinas Kesehatan dari total APBD Kota 

Palangka Raya Tahun 2019. Total APBD kesehatan pada tahun 2019 adalah Rp. 

104.473.278.222,39 , namun yang bersumber dari DAU Murni hanya sebesar Rp. 

1.225.069.924.114,80 atau 5,77% dari total APBD Kota Palangka Raya Tahun 

2019 (1.225.069.924.114,80). Angka tersebut mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu DAU Murni sebesar Rp. 74.853.792.547,47 

atau 6,4% dari total APBD Kota Palangka Raya Tahun 2018. Anggaran kesehatan 

pada tahun 2019 ada beberapa sumber, antara lain: Rp. 19.843.236.216 

(18,99%) merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK Bidang Kesehatan), Rp. 

70.703.473.932 (67,68%) merupakan Dana Alokasi Umum (DAU), Rp. 

13.758.012.074,39 (13,17%) merupakan dana JKN, dan Rp. 168.556.000 (0,16%) 

merupakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Hal ini menunjukkan 

bahwa APBD Kesehatan tahun 2019 belum sesuai dengan amanat UU nomor 

36/2009 tentang Kesehatan dimana pemerintah daerah wajib mengalokasikan 

minimal 10% pada APBD (diluar belanja tidak langsung/Gaji Pegawai). Jadi 

indikator input berdasarkan proporsi anggaran kesehatan pada total APBD Kota 

Palangka Raya adalah 5,77% (termasuk belanja tidak langsung/gaji pegawai). 
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2. Indikator Out Put 
 
Indikator out put yang digunakan disini adalah capaian kinerja Dinas Kesehatan 

(dhitung berdasarkan target dan realisasi tahun 2019). Pada hitungan capaian 

kinerja secara keseluruhan, dari 3 indikator,  terdapat 3 indikator (100%) dengan 

capaian kinerjanya  ≥100%. Adapun rata-rata capaian kinerja terhadap 1 (satu) 

sasaran dalam mencapai tujuan “ Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, 

Sehat dan Berdaya Saing“ adalah 516,36. Tingkat capaian kinerja secara umum 

atas kegiatan dan sasaran Dinas kesehatan Kota Palangka Raya tahun 2019 

adalah masuk kategori “Sangat Berhasil“. 

 
3. Efisiensi 

 
Efisien adalah pencapaian target dengan menggunakan input (biaya) yang sama 

untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar. “Efisiensi adalah perbandingan yang 

terbaik antara input (masukan) dan output. Efisiensi adalah sesuatu yang kita kerjakan 

berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang 

banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Efektif belum tentu efisien dan begitu 

sebaliknya. Penghitungan efisiensi adalah dengan membandingkan total anggaran 

belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. 

 

 
 
Efisiensi = 
 
 

 
Out Put 

 
 
X 100% 
 

 
 

 
 

Input 

 
Kriteria : 

Sangat Efisien  = 0 – 60% 

Efisien = 60 – 80% 

Cukup Efisien = 80 – 90% 

Kurang Efisien = 90 – 100% 

Tidak Efisien = >100% 

 
Dari rumus diatas bahwa yang dimaksud output yaitu realisasi belanja langsung (Rp. 

42.814.684.951,55) dan inputnya (Rp. 92.861.025.090,55) yaitu realisasi 

anggaran belanja. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat 

efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tahun 

2019 sebesar 46,11% masuk kategori ”Sangat Efisien”. 
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7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan 
Pencapaian Pernyataan Kinerja 
 
Beberapa program kesehatan yang menyumbangkan angka besar terhadap 

pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya antara lain : 

 
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

Indikator dari program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

adalah sistem surveilans dan epidemiologi yang dilakukan memiliki capaian yang 

baik dimana indikator cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB dilakukan 

penyelidikan epidemiologi adalah 100% dengan target RPJMD Kota Palangka 

Raya tahun 2019 adalah 100%. Sehingga peningkatan kewaspadaan dini 

terhadap KLB sudah berjalan dengan lancar dan sistem jejaring pelaporan yang 

mulai membaik dengan sistem down-top yang menyebabkan informasi bisa lebih 

cepat dan update. 

 
2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

Indikator dari program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya adalah rasio 

puskesmas terhadap 100.000 penduduk yang mencapai 3,99 per 100.000 

penduduk pada tahun 2019 dengan target dalam RPJMD Kota Palangka Raya 

tahun 2019 adalah 3,87 per 100.000 penduduk. Rasio puskesmas dipengaruhi 

oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah dan kuantitas puskesmas yang 

tersedia di Kota Palangka Raya. Capaian kinerja untuk rasio puskesmas terhadap 

100.000 penduduk adalah 104,74% atau berhasil meningkatkan rasio puskesmas 

terhadap 100.000 penduduk sebesar 1 kali lebih tinggi dibandingka target 

RPJMD Kota Palangka Raya. Konsep pelayanan kesehatan berdasarkan wilayah 

telah terpenuhi, semua kecamatan terdapat puskesmas dan puskesmas pembantu. 

Wilayah administratif Kota Palangka Raya sangat luas, memerlukan cukup 

banyak sarana kesehatan, terutama di Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit. 

 
3. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 

Indikator dari program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 

adalah kasus keracunan makanan yang berjumlah 0 (nol), berarti sesuai dengan 

target dalam RPJMD Kota Palangka Raya. Hal ini didukung dengan adanya 

peningkatkan pengawasan/pembinaan terhadap keamanan pangan termasuk 

personal hygiene food handlers. Kasus keracunan makanan merupakan 

permasalahan yang perlu mendapatkan tindakan cepat dalam penanggulangan 
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sehingga membatasi dampak buruk yang ditimbulkan. 

 
B.   REALISASI ANGGARAN 
 

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efisiensi dalam 

rangka pencapaian Misi RPJMD ke 2 yaitu “Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen 

Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) meliputi: pengembangan kesehatan, 

pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan” pada “tujuan 3 

yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”,  

maka perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja 

tahun 2019. 

 
Tabel 3.6 

Pagu dan Realisasi Anggaran 
Untuk pencapaian Misi 2 Tujuan 3 RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2019 

 

Sasaran Indikator Sasaran Anggaran Realisasi % 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
kesehatan 

Angka Kematian Ibu 

53.941.698.042,46 42.814.684.951,55 79,37 Angka Kematian Bayi  

Angka Kematian Balita 

 
 

Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan karena alokasi anggarannya 

pada APBD-P, padahal kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas, namun karena 

keterbatasan waktu pelaksanaan akhirnya tidak bisa terealisasikan 100%. Kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain adalah: 

 

• Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas 

dan jaringannya hanya terserap 5,59% dari total anggaran 

Rp1.808.795.246. Hal ini disebabkan dana sebesar Rp1.558.796.246 

merupakan silpa DAK Kalteng Barigas Tahun 2016 yang dialokasikan di 

APBD-P TA 2019 sehingga dengan waktu yang pendek, tidak cukup untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

 

• Pengelolaan administrasi manajemen Jaminan Persalinan (Jampersal) hanya 

terserap 11,07% dari total anggaran sebesar Rp 4.031.124.278. Hal ini 

disebabkan karena terdapat dana silpa DAK Non Fisik tahun 2018 yang 

dimasukkan kembali (dianggarkan kembali) pada APBD-P 2019. Namun, 
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faktanya, adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan bahwa silpa DAK 

Non-Fisik Tahun 2018 untuk pembayaran Realisasi DAK Non-Fisik Semester I 

Tahun 2019. 

 

• Dana Kapitasi JKN, terutama peruntukkan Puskesmas Kalampangan dan 

Puskesmas Marina Permai hanya terserap 54,09% dan 54,22%. Namun, 

realisasi untuk beberapa Puskesmas lain juga kurang maksimal karena 

adanya dana silpa JKN tidak bisa digunakan/dibelanjakan atau diinput 

pada aplikasi SIMDA sebelum ada audit dari BPK sehingga masuk pada 

APBD-P. Hal ini menyebabkan pihak Puskesmas hanya memiliki waktu yang 

pendek dalam pelaksanaan kegiatan. *Silpa JKN adalah selisih antara fakta 

realisasi kucuran dana kapitasi ke rekening kepala puskesmas dari BPJS, 

dibandingkan dengan proyeksi/perkiraan dana kapitasi yang ditetapkan 

pada awal tahun. 

 
 

Sumber dana kesehatan di Kota Palangka Raya tahun 2019 selain dari APBD Kota 

Palangka Raya juga dari APBN Tahun 2019 (DAK Bidang Kesehatan) baik DAK Fisik 

maupun DAK Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019. Dana DAK Fisik bidang kesehatan 

diperuntukkan bagi pengadaaan prasrana kesehatan seperti alat kesehatan,  

kefarmasian, dan penugasan berupa penurunan stunting serta pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular. Sedangkan DAK Non-Fisik dipergunakan sebagai Biaya 

Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Akreditasi Puskesmas. 

BOK diperuntukkan bagi upaya promotif dan preventif pada program Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM) di puskesmas. Selain itu juga terdapat Dana Kapitasi JKN dan DBH-

CHT. Jadi peruntukkan anggaran sesuai dengan juknis dan tidak akan terjadi tumpang 

tindih (overlapping). Adanya kebijakan dari Kemendagri RI berupa telegram kepada 

Bupati/Walikota seluruh Indonesia, untuk FKTP Non-BLUD agar tidak memanfaatkan silpa 

JKN sampai ada regulasi terbaruAdapun besaran anggaran kesehatan dari berbagai 

sumber seperti tampak pada gambar berikut ini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA] LKIP 2019 

 

 

23 
LKIP TAHUN 2019 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Page 23 

Gambar III.1. 
Sumber Dana Pembangunan Kesehatan  

Di Kota Palangka Raya Tahun 2019 
 

 
 
Anggaran bersumberkan DAU diperuntukkan bagi pembiayaan operasional Dinas 

Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya.  Dan 

71,47% dari total DAU merupakan belanja tidak langsung (BTL) pegawai atau gaji PNS 

di lingkungan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Kota Palangka Raya. Sisanya yaitu 

28,53% merupakan belanja langsung (BL) Dinas Kesehatan. Dari total BL (Rp. 

53.941.698.042,46), terdapat didalamnya DAK bidang kesehatan sebesar Rp. 

19.843.236.216 (36,79%), dana kapitasi JKN sebesar Rp. 13.758.012.074,39 

(25,51%),  DAU Murni sebesar Rp. 30.086.294.376,57 (45,62%) dan DBH-CHT sebesar 

Rp. 168.556.000 (0,31%).  

 

Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% bagi dana alokasi khusus (DAK) 

bidang kesehatan, mempunyai konskuensi terdapatnya sisa anggaran atau Silva DAK 

yang menurut aturan Menteri Keuangan RI dapat dipergunakan pada tahun mendatang 

atau n+1. Diharapkan, kucuran anggaran silva DAK bidang kesehatan tidak dialokasikan 

pada APBD-P mengingat perubahan anggaran selalu di triwulan IV sehingga tidak cukup 

waktu untuk melaksanakan kegiatan program kesehatan di masyarakat. Hal tersebut 

sangat berpengaruh terhadap realisasi physik kegiatan juga realisasi keuangan di Dinas 

Kesehatan Kota Palangka Raya. 
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C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 
 

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya terletak pada seberapa jauh 

capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 

perbandingan antara realisasi dengan targetnya. Capaian kinerja selanjutnya 

dikategorikan kedalam empat kategori menurut LAN dengan metode  “SKALOGRAM 

GUITTARREN “ sebagai berikut : 

 

Urutan 
 
Rentang Capaian Kategori 

I 
II 
III 
IV 

 85 s/d 100 % 
70 < x < 85% 
55 < x < 70 % 
X < 55 % 

Sangat Berhasil 
Berhasil  
Kurang Berhasil 
Tidak Berhasil 

 
 
Berdasarkan perhitungan capaian kinerja pada tabel 3.1 diatas terlihat bahwa dari 3 

indikator terdapat capaian kinerja ≥100%. Tingkat capaian kinerja secara umum atas 

kegiatan dan sasaran Dinas kesehatan Kota Palangka Raya tahun 2019 adalah 516,36 

atau masuk kategori Sangat Berhasil. Namun demikian bukan berarti bahwa semua 

kegiatan yang ditetapkan telah dapat dicapai secara sempurna. 

 
 

1.  SASARAN 1 (MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KESEHATAN) 

Derajat kesehatan masyarakat dapat dinilai dan dilihat dari beberapa indikator, antara 

lain adalah angka kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat. Menurut 

Hendrick L. Blum, seorang ahli kesehatan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat 

dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yang saling berinteraksi yaitu : faktor keturunan 

(herediter), faktor perilaku (behavior), faktor lingkungan (environment) dan faktor 

pelayanan kesehatan. 

Derajat kesehatan masyarakat Kota Palangka Raya yang optimal,  akan dapat dicapai 

dengan memperhatikan beberapa indikator penting yang menjadi acuan antara lain : 

angka kematian. Karena itu indikator sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas layanan 

kesehatan terdiri dari beberapa indikator kinerja program yang mengacu ke RPJMD.  
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Tabel 3.7 
Indikator Kinerja Sasaran 1  

(Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan ) 
 

Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Capaian Target 
Nasional
/SDG’s 

Target 
RPJMD 2018 2019 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
kesehatan 

Angka Kematian Ibu 
per 100.000 
KH  79.07 38,48 306 75 

Angka Kematian Bayi  
per 1000 
KH 1,78 0,96 24 7 

Angka Kematian Balita 
per 1000 
KH 2.17 0,96 25 6 

 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan 

tahun 2019 pada “sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas layanan kesehatan” adalah 

sebesar 516,36 yang berarti termasuk pada kategori “Sangat Berhasil” dan rasio 

efektifitas anggaran pada sasaran 1 ini dapat dinilai “Cukup Efektif”. Beberapa 

indikator yang mendukung terhadap capaian Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi 

dan Angka Kematian Balita, antara lain: 

 
Tabel 3.8 

Sasaran, Indikator kinerja program dan Target Tahun 2019 Yang Mendukung 
Terhadap Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita 

 

Sub Sasaran Program Indikator Kinerja Program 
Target 
2019 

Realisasi 
2019 

1. Angka 
Kematian Ibu 

2. Angka 
Kematian Bayi 

3. Angka 
Kematian Balita 

Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Cakupan Keluarga Sehat (%) 23,5 22,49 

Program Perbaikan 
Gizi Masyarakat 

Angka  gizi buruk 0 3 

Program 
Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Cakupan Rumah Sehat (%) 90 84,32 

Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

Cakupan Desa /Kelurahan  
Universal Child Immunization 
(UCI) (%) 

92 57 

Cakupan desa/ kelurahan 
yang mengalami KLB 
dilakukan penyelidikan 
epidemiologi (%) 

100 100 

Program peningkatan 
pelayanan kesehatan 
anak balita 

Cakupan pelayanan 
kesehatan anak balita (%) 

88 78,06 

Program 
pengawasan dan 
pengendalian 
kesehatan makanan 

Kasus keracunan makanan 0 0 

Program peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

Ibu hamil/melahirkan dengan  
Komplikasi Kebidanan yang 
ditangani (%) 

80 77,5 
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Sub Sasaran Program Indikator Kinerja Program 
Target 
2019 

Realisasi 
2019 

Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan (%) 

40 34,06 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan Kesehatan 

100 85 

Program Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

Biaya obat per kapita per 
tahun (Rp) 

8000 6172 

Program pengadaan, 
peningkatan dan 
perbaikan sarana 
dan prasarana 
puskesmas/puskesmas 
pembantu dan 
jaringannya 

Rasio Puskesmas terhadap 
100.000 penduduk 

3,8 3,98 

Program Pengadaan, 
Peningkatan sarana 
dan Prasarana 
Rumah Sakit 

Cakupan akses layanan 
rujukan (%) 

95 14,86 

Program Kemitraan 
peningkatan 
pelayanan kesehatan 

Cakupan penduduk 
terlindungi Jaminan 
kesehatan (UHC) (%) 

95 84,73 

Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Indeks Keluarga Sehat 23,5 22,49 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

persentase capaian tahunan 
pelayanan perkantoran unit 
kerja internal SKPD (%) 

100 100 

Program Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persantase capaian tahunan 
sarana & prasarana dengan 
kondisi baik pada unit kerja 
internal (%) 

100 100 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase aparatur yang 
memenuhi stand ar 
kompetensi/kualifikasi pada 
unit kerjanya (%) 

77 85 

Program Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

Persentase capaian tahunan 
jumlah laporan keuangan 
SKPD yang memenuhi 
standar & tepat (%) 

65 100 

 
 
 

1. Angka Kematian Ibu (AKI) 

Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah ibu yang meninggal akibat 

komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup. Sama 

halnya dengan angka kematian bayi, angka kematian ibu (AKI) juga merupakan 

indikator yang sangat penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat. 

Kedua indikator ini menjadi primadona dalam peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. Angka kematian ibu di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 

mencapai 38,48/100.000 KH yang berarti setiap 100.000 kelahiran hidup pada 
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tahun 2019 di Kota Palangka Raya terdapat 38 atau 39 kematian ibu. Angka ini 

menurun dibanding tahun 2018 (79,07/100.000 KH). Pada tahun 2019 terdapat 2 

(dua) ibu meninggal, dengan penyebab kematian adalah perdarahan dan kanker 

payudara. 

 
 Gambar III.2. 

AKI di Kota Palangka Raya Tahun 2012 – 2019 
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2. Angka Kematian Bayi 
 

Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal setiap 

1000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian bayi merupakan indikator yang 

paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena  indikator ini 

mencerminkan  pelayanan kesehatan dasar yang paling awal dan juga menentukan 

kualitas pelayanan kebidanan yang juga sangat menentukan kualitas generasi yang 

akan datang.  

Angka kematian bayi di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 tercatat 

0,96/1000KH yang berarti setiap seribu kelahiran hidup pada tahun 2019 di Kota 

Palangka Raya terdapat 1 kematian bayi. Angka tersebut lebih rendah dibanding 

angka kematian bayi tahun 2018 yaitu 1,78/1000 KH. Jumlah kematian bayi di 

Kota Palangka Raya pada tahun 2019 adalah 5 bayi. Penyebab masing-masing 

kematian bayi antara lain adalah : Asfiksia, Sepsis, Premature, Hyperbilirubin dan 

diare. 
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